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BAGIAN HUKUM SETDA KOTA METRO

WALIKOTA METRO
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN WALIKOTA METRO
NOMOR |9 TAHUN 2015

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

Menimbang

Mengingat
. nEingH

TAHUN ANGGARAN 2014

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA METRO,

bahwa untuk imelaksanakan ketentuan  Pasal 8
Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2015
tentang Pertanggungjawaban Pelakssanaan Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014,
perlu diletapkan dengan Peraturan Walikota tentang
Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapalan dan Belanja Daerabh Tahun Anggaran 2014
sebagal uralan lebih lanjut dan Pertanggungjiawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2014

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 (entang
Pajak  RBumi dan Bangunan ([Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68,
Tambahan Lembaran Negara Repuhlik Indonesia
Nomor 3312) schagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3569);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kabupaten Dati [ Way Kanan,
Kabupaien Dati Il Lampung Timur dan Kotamadva
Dati Ul Metro [Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3825);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
tentang Penyelenggaraan Negara vang Bersih dan
Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomar 75, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3851);
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5.

9,

10,

11.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Eeuangan Negara (Lembaran MNegara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan
Lemnbaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Petnertksaan DPengelolaan  dan Tangegung  Jawab
Ecuangan Negara (Lembarun Negara Republik
Indonecsia Tahun 2004 WNomor 668, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 rentang
Sistem Perencanaan . Pembangunan Nasional
(Lembaran MNegara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 104, Tambahan Lembaran Negaru Republik
Indonesia Nomaor 4421);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
[crimbangan Keuangan antara Pemerinlah Pusat
dan Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara
Republik  Indonesia Tahun 2004 Nomeor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang
Pajak Dacrah dan Retribusi Dacrah  (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor
130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indenesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan  Permluran  Porundang-undangan
|Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Dacrah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 56749);

. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000

tentang Kedudukan Keuangan Kepala Dacrah dan
Walal Kcpala Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
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13

14.

13.

16.

L7,

18.

19.

Peraluran Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004
tentang  Kedudukan Prowokeler dan  Keuangan
Mmpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah (Lembaran Nepara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomaor 90, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonecsia Nomor 4416} secbhapgaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4712);

Perdluran Pemerintah Nomor 23 Tahun 20035
tentang  Pengelolaan  Keuangan Badan Layanan
Umum {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Kepublik Indonesia Nomor 4502} schagaimana telah
diubah dengen Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 {(Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nemer 171, Lembaran Negara Republik
[ndonesia Nomor 3340):

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2003
tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara
Republik Indoncsia Tahun 2005 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Natmor 43735);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Sistem Informasi  Keuangan  Daerah
[Lembaran Negara Republik Indonesiz Tahun 2005
Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomaor 110, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5135) ;

Pecraturan  Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);

Peraluran Pemeriniah Nomor 65 Tshun 2005
tentang  Pedoman  Penyusunan dan  Pencrapan
Standar  Pelayanan Minimal (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 130,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 43835);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005
lentanz Pedoman Pembinaan Dan  Pengawasan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesiz
Nomor 4553):
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20.

21,

22

23,

24,

23,

26,

28,

29,

0.

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang
Pelaporan  Keuangan dan  Kinega Instansi
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4614];

Peruluran Pemerintah  Nomor 71 Tahun 2010
Leriang Standar Aluntansi Pemerintahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5156);

Peraluran Pemerintah  Nomor 30 Tahun 2011
tentang Pinjaman Dacrah (Lembaran Negara
Republik  Indonesia  Tahun 2011 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Nepara BRepublik Indonesia
Nomaor 52 19);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah [Lembaran Negara Republik Indoncsia
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Tndonesia Nomor 5272);

Peraluran Menteri Dalam Negern Nomor 13 Tahun
2006  tentang  Pedoman  Pengelolaan  Keuangan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011{Berita Nepara Republik
Tndonesia Tahun 2011 Nomaor 31);

Peraturan Menteri Dalam Neegcri Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pembenlukan Produk Hulam Dacrah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomeor 32);

Peraturan Daerah Kola Metro Nomor 7 Tahun 2007
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Barang Daerah
(Lembaran Dasrah Kota Mctro Tahun 2007 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomar 97);

. Perataran Daerah Kota Metro Nomor 2 Tahun 2010

tentang Pokolk-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2010 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Mctro Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 3 Tahun 2011
tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan
Bangunan (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun
2011 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Metro Nomor 3);

Peraluran Daerah Kota Metro Nomor 1 Tahun 2014
tenlang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daersh
Kota Metro Tabun  Angparan 2014  (Lembaran
Daerah Kota Metro Tahun 2014 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kota Metro Nomor & Tahun 2014
tentang  Perubshan  Anggaran Pendapatan  dan
Belanja Daerah Kota Metro Tahun  Anggaran 2014
(Lembaran Daerah Kota Melro Tahun 2014
Nomor 6):
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A1, Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2015
tentang Pertangeungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  Anggaran
2014 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2015

Nomaor 10];

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA

TENTANG PEM.JABARAM

PERTANGGUNG JAWABAN PELAKSANAAN ANGUOARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA  DAERAH  TAITUN

AMNGGARAN 2014.

Pasal 1

Laporan realisas anggaran Tahun Anggaran 2014 terdin

A las:
L. Pendapatan
.. a. Pendapatan Asli Daerah
b, Dana Perimbangan
c. Lain-lain Pendapatan
vang sah
Jumlah Pendapatan

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

1). Belana Pogawai

2). Belama Hibah

d). Belama Bantuan
soaial

4], Belama Bag Hasil

o). Belanja Bantuan
Keusngan

6). Belanja Tidalk

.' Terdupa

Rp 97.421,477.067,36
Rp 487.715.129.640,00
Rp 120.633.326.499,06

Rp 705.769.933.206,42

Rp 335.838.413.136,00
Rp 18.504.985.720,00

Rp 5,000.000,00
REp (§

Rp 1.117.413.324,00
Rp 7.540.000,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung Rp 355.4?3.352.18@,0:}

b. Belanja Langsung
1). Belanja Pepawai

4d). Belanja Barang dan
Jasa
3). Belanga Modal

Jumlah Belanja Langsung

26.195.426.323,00
184.596.585.597,00

127.735.612.546,00

Rp 338.527.624.466,00

Jumnlsh Belanja Rp 694.000.976.646,00
Surplus/({Defisit] REp 11.768.956.560,42

3. Pembiayaan
a. Penenmaan Pembiayaan

b. Pengeluaran Membiavaan
Jumlah Pembiayaan Netto

Rp 71.546.991.192,60
Fp  1.100.000.000,00
Rp  70.446.991.192,60

Bisa Letnh Pembiayvaan Anggaran Rp  82.215.947,753,02
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Pasal 2
Ringkasan laporan realisasi angparan scbagaimana dimaksud dalam Pasal 1
tercantum dalam Lampiran T Peraturan Walikota ind.

Pasal 3
Ringkasan laporan realisasi anggaran sebapaimana dimaksud dalam Pasal |
dirinei lebib lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4
Pernjabaran laporan rcalisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
tercanium dalam Lampiran Il Peraturan Walikota ini.

Pasal 5
Lampiran scbagaimana dirmaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 4 merupakan bagian
vang lidak terpisahkan dar Peraturan Walikota ini.

Pasal 6
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal divndangkan,

Agar schap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kota Metro,
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Diundangkan di Mctro
pada tanggal ks bee 2015
SEKRETARIS [JAERAH KOTA METRO,

BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2015 NOMOR..) ..



